PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KUDUS JANUARI SAMPAI DENGAN
APRIL 2024 CAPAI Rp52,78 MILIAR
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Isi Berita:

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, selama periode Januari hingga April 2024 mencapai Rp52,78 miliar atau 29,09
persen dari rencana penerimaan hingga akhir tahun sebesar Rp181,45 miliar.

"Dari enam pos penerimaan pajak daerah, realisasi tertinggi dari pos pajak air tanah yang
mencapai 34,71 persen," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan
Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus
Pudji Astuti Setijaningrum di Kudus, Jateng, Kamis.

Target penerimaan dari pajak air tanah selama 2024, kata dia, sebesar Rp4,6 miliar,
sedangkan realisasinya hingga akhir April 2024 sebesar Rp1,6 miliar atau 34,71 persen.
Untuk pos penerimaan lainnya, seperti PBB, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu
(PBJT) yang di dalamnya terdapat PBJT makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa
perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Pos lainnya, yakni pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.
Rincian penerimaan hingga akhir April 2024, untuk pos PBB dengan realisasi 14,29
persen atau Rp6,07 miliar dari target sebesar Rp42,5 miliar.

Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terealisasi 33,41 persen
atau Rp13,36 miliar dari target Rp40 miliar dan PBJT terealisasi 33,94 persen atau
Rp30,79 miliar dari rencana Rp90,74 miliar.
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Sementara, pajak reklame terealisasi Rp950,16 juta atau 26,39 persen dan sarang burung
walet terealisasi Rp1,5 juta atau 17,16 persen dari target Rp9 juta.

Menurut dia, upaya mendongkrak penerimaan daerah, di antaranya dengan optimalisasi
sektor penerimaan dan melakukan penagihan wajib pajak yang menunggak.

Upaya lainnya, yakni optimalisasi tapping box atau alat pemantau transaksi di sejumlah
tempat usaha sebagai upaya mendongkrak penerimaan daerah. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. https://jateng.antaranews.com/berita/532770/penerimaan-pajak-daerah-di-kudus-jan--
april-2024-capai-rp5278-miliar, “Penerimaan Pajak Daerah di Kudus Jan - April 2024
Capai Rp52,78 miliar”, tanggal 9 Mei 2024.

2. https://katapantura.id/penerimaan-pajak-daerah-di-kudus-jan-april-2024-capai-
rp5278-miliar/, “Penerimaan Pajak Daerah di Kudus Jan — April 2024 Capai Rp52,78
miliar”, tanggal 9 Mei 2024.

3. https://boyolali.go.id/news/desa-gunung-simo-jadi-lokasi-program-tmmd-
sengkuyung-tahap-ii, “Desa Gunung, Simo Jadi Lokasi Program TMMD Sengkuyung
Tahap 11", tanggal 8 Mei 2024.

4. https://pesantenanpati.com/berita/penerimaan-pajak-daerah-kudus-capai-rp5278-
miliar-dari-januari-april-2024/#google vignette, “Penerimaan Pajak Daerah Kudus
Capai Rp52,78 Miliar dari Januari-April 20247, tanggal 10 Mei 2024.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
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c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

1) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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